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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan pada peran jawara di Banten sebagai elemen sosial yang
nampak mempunyai pengaruh kuat di Banten dan seringkali mengambil sikap yang mendukung kebijakan-
kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai Banten dan Jawara,
seperti Kartodirdjo (1984), Hamid (1987), dan Tihami (1992) memperlihatkan bahwa jawara memang sudah
lama menjadi elemen sosial yang berpengaruh karena tidak sedikit diantara mereka yang menjadi pemimpin
masyarakat untuk bidang ekonomi, bidang politik (birokras) atau bidang agama. Sebagai pemimpin
masyarakat atau elit sosial, jawara juga mendapat dukungan anak buah jawara yang hampir tersebar di
seluruh wilayah Banten.

K eberadaannya sebagal elit sosial yang berpengaruh dan cenderung mendukung kebijakan-kebijakan
pemerintah pusat maupun daerah, memperlihatkan bahwa jawara adalah orang-orang yang ikut serta
berpartisipas politik. Dalam hal ini, akan diteliti bagaimana perilaku politik jawara dalam proses politik
yang terjadi di Banten. Kemudian dipilihlah sebuah organisasi jawara yang bemama Persatuan Pendekar
Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) yang sekretariat pusatnya terdapat di Serang.
Dipilihnya organisasi tersebut mengingat parajawarayang akan dijadikan informan sesuai dengan konsep
yang telah dibuat, tidak menetap pada suatu desa tertentu tetapi menyebar di beberapa desa atau kecamatan.
Selain itu, Serang merupakan |bukota Propinsi Banten dimana suhu politik cukup tinggi bila dibandingkan
dengan beberapa daerah lain.

Pada kasus jawara, perilaku politik mereka difokuskan pada budaya politik (pengetahuan, keyakinan dan
sistem nilai yang mereka anut) dan kepemimpinan jawara. Untuk meneliti budaya politiknya, digunakan
teori yang dibuat oleh Almond dan Verba. Untuk meneliti tentang kepemimpinannya, digunakan penjelasan
kekuasaan oleh Weber, Parsons, Lasswell dan Mills.

Dari hasil kgjian beradasarkan data yang diperoleh, pola perilaku politik jawara termasuk kepada pola
perilaku pragmatic. Perilaku inilah yang mendorong parajawara untuk cenderung mendukung kebijakan-
kebijakan pemerintah.

Perilaku ini berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka bahwa pemimpin (termasuk pemimpin
pemerintahan eksekutif dan legidlatif) itu harus dihormati. Mereka yakin pemimpin tersebut sah secara
hukum karenaterpilinh melalui pemilihan umum. Caraini dipercaya oleh mereka sebagai bentuk demokrasi.

Namun, aih-alih berjuang untuk negara dengan doktrin "bela diri bela bangsa bela negara’, perilaku politik
merekatidak lepas dari kepentingan ekonomi. Ini terlihat dari maknabela diri yang difahami sebagai jihad
untuk mengejar kepentingan materi'. Dengan demikian nilai (value) yang mereka kegjar sebenarnya adalah
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kepentingan ekonomi.

Untuk kepentingan ekonomi itu, mereka berusaha mempertahankan legitimasi kepemimpinan merekayang
diperoleh dari budaya lokal. Karena sumber legitimasi kepemimpinannya berasal dari budaya lokal, maka
tipe kepemimpinan mereka bisa digolongkan kepada tipe otoritas tradisional .

Pengejaran nilai eknomi dan adanya otoritas tradisionalnyaitu menjadi semakin kuat karena mereka mampu
menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi) dan wakil gubemur, walikota, lurah
(politik), serta beberapa organisasi kepentingan lainnya. Dengan penguasaan tersebut perilaku politik jawara
akhirnya mendapat legitimasi struktural.

Sementara itu, mereka pun kuat secara internal karena mendapatkan dukungan dari anak buahnya yang
mudah dimobilisasi. Pala hubungan mereka yang bersifat patrimonial menjadikan anak buah terikat dengan
pemimpin jawara.

Jawara pun berusaha menjalin hubungan baik dengan elit-elit lain, seperti birokrat, partai dan militer.
Hubungan ini bersifat ssimbiosis yang sangat menekankan keuntungan bagi masing-masing pihak. Mereka
menyebut elit-elit tersebut sebagai amitma.

Dengan budaya politik, otoritas tradisional, penguasaan pada lembaga-|lembaga strategis, legitimasi
struktural, patrimonialisme pemimpin, dan hubungan simbiosis dengan €lit lain, kekuasaan jawara adalah
sangat kuat untuk konteks politik lokal. Dengan kekuasaannya itu, mereka berusaha mengontrol terhadap
lembaga-lembaga yang dikuasainya, terhadap |lembaga-|embaga swadaya masyarakat yang bersebrangan
dengannya dan terhadap kelompok-kelompok kritis.

K ekuasaan yang dipegang oleh segelintir jawara dengan jaminan kekuatan fisik (magi dan persilatan) dan
kemampuan ekonomi, mereka sebenarnya menerapkan sistem pemerintahan oligarki. Sistem ini semakin
tumbuh subur karena selain mendapat dukungan dan mitra-mitranyajuga karena polainteraks yang mereka
kembangkan adalah model patrimonial dimana ketua jawara diakui sebagai patronnya. Dengan model ini,
upaya control (pengawasan) terhadap lembaga-lembaga bersebrangan dan kel ompok-kelompok kritis
menjadi sangat efektif karena parajawara, dengan partisipasi bentuk kaula partisipan, mudah untuk
memobilisasi massa yang mereka miliki.

Dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem oligarki dan kondisi Banten yang demikian, maka
perkembangan demokrasi dan civil society di Banten menjadi persoalan yang sangat serius. Pada tingkat
tertentu, proses yang berlangsung malah terjadinya decivilasi yang membuat masyarakat Banten tidak
berdaya, tidak mandiri, tak tercerahkan, dan dikuasai oleh ketakutan menyuarakan hak individunya.



